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TENTANG 

PEDOMAN TATA CARA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 

DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  

LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a.  bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014, Piutang Negara pada 

tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi 

Pemerintah, Lembaga Negara, Komisi Negara, atau 

Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan-badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana 

yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola 

chanelling atau risk sharing sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b.    bahwa dalam rangka optimalisasi penyelesaian piutang 

negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu 

mengatur tata cara pengurusan piutang negara dari 

Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, 

akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian; 
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c.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman 

Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan 

Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 

2.    Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

3.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4286); 

4.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.    Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
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6.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

7.     Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3694), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3760); 

8.     Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata 

Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353); 

9.    Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4652) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata 

Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4995); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang 

Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5114); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5506); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan 

untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan 

Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5538); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014, tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5540);  

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 

2015; 
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17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 

tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014; 

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/Menhut-II/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

713); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGURUSAN 

PIUTANG NEGARA DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN 

PAJAK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 

1.    Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar 

kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian 

atau sebab apapun.  

2.    Piutang Macet adalah piutang negara yang bersumber 

dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam 

pengurusannya terdapat pembebanan sanksi 

administrasi berupa denda, dan besaran pembebanan 

ditetapkan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan 

setelah Piutang Negara jatuh tempo berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3.    Channeling adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah 

kepada masyarakat melalui perbankan atau lembaga 
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